MEMBANGUN EFEK JERA: STRATEGI INTEGRATIF PEMBERANTASAN
KORUPSI MELALUI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN VIKTIMOLOGI

"Moh. Hasyim Asy’ari, Universitas Jambi, Hafasyeducation01@gmail.com

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi
untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Artikel ini membahas pendekatan hukum pidana,
kriminologi, dan viktimologi dalam membangun efek jera terhadap tindak pidana korupsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta data dan literatur terkait. Penelitian ini bertujuan
untuk merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih efektif melalui penerapan
sanksi berat, penguatan pengawasan, dan pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana sudah ada, implementasinya masih
menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pengembalian aset,
dan budaya permisif. Pendekatan kriminologi dan viktimologi memberikan perspektif baru
dalam mencegah korupsi dan memulihkan kerugian negara. Belajar dari keberhasilan Hong
Kong dalam menerapkan strategi integratif melalui ICAC, Indonesia diharapkan dapat
mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dan efektif dalam pemberantasan korupsi.
Kata Kunci: Efek Jera, Pemberantasan Korupsi, Strategi Integratif.

PENDAHULUAN

Efek jera dalam perspektif hukum pidana menjadi faktor krusial dalam memberantas
korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia. Sanksi pidana seperti hukuman
badan, denda, dan pengembalian aset dinilai mampu memberikan tekanan psikologis dan
sosial kepada pelaku, sehingga mencegah mereka mengulangi perbuatannya.® Namun,
implementasi sanksi ini masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, pidana tambahan
berupa denda dan pengembalian aset hanya berhasil mengembalikan sebagian kecil dari
kerugian negara, yaitu sekitar 2,6% dari total kerugian yang telah ditetapkan pengadilan.?
Selain itu, penerapan pidana denda sering kali tidak sebanding dengan jumlah kerugian
negara, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal.

Sistem hukum pidana tradisional di Indonesia cenderung berfokus pada hukuman

badan seperti penjara atau kurungan, tetapi kurang memperhatikan penguatan instrumen
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hukum untuk perampasan hasil korupsi.® Di sisi lain, penyitaan dan perampasan aset hasil
korupsi sering kali terkendala oleh pembuktian yang rumit dan panjang. Hal ini memberikan
waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan asetnya melalui pihak ketiga atau skema lainnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan kebijakan yang lebih tegas, seperti hukuman badan
yang lebih berat, sanksi finansial yang signifikan, dan larangan menduduki jabatan publik
seumur hidup bagi pelaku. Langkah ini tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan kriminologi memberikan perspektif penting dalam mencegah korupsi
dengan menganalisis faktor-faktor yang mendasarinya. Berdasarkan teori kriminologi,
korupsi sering terjadi karena adanya kesempatan yang besar, lemahnya pengawasan, dan
budaya permisif yang mengakar dalam sistem birokrasi.* Kesempatan muncul dari celah
dalam regulasi atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sementara
lemahnya pengawasan disebabkan oleh ketidakcukupan sumber daya atau kolusi di antara
aparat pengawas. Budaya permisif, di sisi lain, menciptakan toleransi terhadap korupsi, di
mana tindakan tersebut dianggap sebagai praktik yang wajar untuk mencapai tujuan tertentu.®
Faktor-faktor ini saling terkait dan memperburuk prevalensi korupsi, terutama di negara-
negara dengan sistem hukum yang belum optimal.

Strategi  kriminologis untuk mencegah korupsi melibatkan penguatan sistem
pengawasan dan pengurangan insentif untuk melakukan kejahatan. Sistem pengawasan yang
lebih ketat dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti implementasi e-
government dan e-procurement, yang meminimalkan interaksi langsung antara pelaku bisnis
dan pejabat publik.® Selain itu, pengurangan insentif untuk korupsi dapat dicapai melalui
peningkatan kesejahteraan pejabat publik, penegakan hukum yang tegas, dan penerapan
sanksi yang berat, baik secara finansial maupun sosial. Penekanan pada pendekatan ini
bertujuan tidak hanya untuk meminimalkan kesempatan bagi korupsi, tetapi juga
menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan

negara.
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Dalam perspektif viktimologi, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial
tetapi juga menciptakan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi masyarakat
sebagai korban kolektif. Negara kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya, sementara
masyarakat menanggung akibat dari layanan publik yang buruk, ketimpangan sosial yang
meningkat, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Dampak
psikologisnya meliputi rasa frustrasi dan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum
yang terlihat tidak mampu mengatasi akar masalah korupsi. Pendekatan viktimologi
menuntut perhatian lebih besar terhadap pemulihan kerugian negara dan pemenuhan hak-hak
masyarakat yang telah dirampas melalui tindakan korupsi.” Upaya seperti perampasan aset
pelaku untuk mengembalikan kerugian negara harus diprioritaskan, termasuk melalui
mekanisme hukum yang mempercepat pengembalian aset tanpa mengurangi akurasi
pembuktian.? Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi
publik dalam pengawasan pemerintah harus dilihat sebagai bagian integral dari perlindungan
korban, memastikan bahwa negara dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari
kejahatan luar biasa ini.

Strategi integratif untuk pemberantasan korupsi menggabungkan pendekatan hukum
pidana, kriminologi, dan viktimologi untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan
menyeluruh. Pendekatan hukum pidana berfokus pada penegakan sanksi berat, seperti
hukuman badan, denda besar, dan perampasan aset, sementara kriminologi menawarkan
analisis mendalam terhadap faktor penyebab, seperti lemahnya pengawasan dan budaya
permisif. Di sisi lain, viktimologi menempatkan pemulihan kerugian negara dan
perlindungan hak masyarakat sebagai prioritas utama. Studi kasus Hong Kong menunjukkan
keberhasilan strategi integratif ini melalui peran Independent Commission Against
Corruption (ICAC), yang tidak hanya menegakkan hukum dengan tegas tetapi juga
mengedepankan transparansi dan pendidikan antikorupsi. Hasilnya, Hong Kong kini dikenal
sebagai wilayah dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia.® Sebaliknya, Indonesia
masih tertinggal jauh, seperti terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 38

menjadi 34 pada tahun 2022, yang menempatkannya di peringkat 110 dari 180 negara.
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Dengan mengadopsi pendekatan serupa yang disesuaikan dengan kondisi lokal, Indonesia

memiliki peluang untuk memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis
normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier untuk menjawab isu-isu hukum yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur
terkait, serta mengintegrasikan teori-teori hukum, seperti teori keadilan dan teori
pemidanaan, guna merumuskan strategi yang efektif dalam menciptakan efek jera terhadap
pelaku korupsi. Selain itu, metode ini juga didukung oleh pendekatan konseptual yang
menelaah prinsip-prinsip hukum dalam konteks nasional dan internasional, serta pendekatan
historis untuk memahami perkembangan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.'”
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan asas keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang

komprehensif dan aplikatif.

PEMBAHASAN
1. Analisis Interdisipliner dalam Membangun Efek Jera: Perspektif Hukum Pidana,
Kriminologi, dan Viktimologi
Pendekatan hukum pidana dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi sangat
penting untuk memastikan keadilan dan memberikan dampak psikologis bagi pelaku lainnya.
Hukuman badan, denda, dan pengembalian aset telah menjadi pilar utama dalam kerangka
hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena
data menunjukkan bahwa hanya sekitar 2,6% dari kerugian negara yang berhasil
dikembalikan. Menurut Andi Hamzah (1993), lemahnya pengembalian aset mencerminkan
masih adanya celah dalam implementasi pidana tambahan di Indonesia, yang pada akhirnya

mengurangi efek jera terhadap pelaku.*
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Perspektif kriminologi menawarkan analisis mendalam terhadap penyebab mendasar
korupsi, seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan celah regulasi. Transparency
International mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari skor 38
menjadi 34 pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kesempatan korupsi masih tinggi akibat
lemahnya kontrol internal dan eksternal.'? Edwin Sutherland dalam teori differential
association menyatakan bahwa kejahatan seperti korupsi sering kali dipengaruhi oleh
lingkungan sosial dan norma yang permisif.’* Hal ini relevan dengan budaya birokrasi
Indonesia, di mana korupsi sering kali dianggap sebagai hal lumrah untuk mencapai tujuan
pribadi atau institusi.

Viktimologi memberikan perspektif baru dalam memahami dampak korupsi, dengan
menempatkan negara dan masyarakat sebagai korban kolektif. Data dari Kejaksaan Agung
menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp144
triliun, sebuah angka yang mencerminkan perampasan hak sosial dan ekonomi masyarakat.4
Menurut Purwaning M. Yanuar (2007), korupsi adalah bentuk kejahatan yang kompleks
karena tidak hanya mencuri uang negara tetapi juga merusak struktur kepercayaan publik.®
Oleh karena itu, viktimologi menekankan pentingnya pengembalian aset sebagai bentuk
pemulihan simbolik dan material bagi masyarakat.

Integrasi antara hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi memungkinkan pendekatan
yang lebih holistik dalam pemberantasan korupsi. Meski begitu, hal tersebut menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia cenderung parsial. Misalnya, fokus
utama masih pada penjatuhan hukuman badan, sementara dimensi pencegahan berbasis
analisis kriminologi dan pemulihan hak korban belum menjadi prioritas. Hal ini berbeda
dengan pendekatan Hong Kong melalui ICAC, yang berhasil memadukan penegakan hukum

tegas, transparansi, dan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih
16
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Selain itu, hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia turut mengurangi
efektivitas pemberantasan korupsi. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan
proses hukum yang panjang memberikan waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan hasil
kejahatan mereka. Lawrence Friedman dalam teorinya tentang legal system menyoroti bahwa
efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada struktur dan budaya
hukum yang mendukung.'” Dalam konteks ini, lemahnya budaya antikorupsi di Indonesia
menjadi tantangan besar yang harus diatasi untuk menciptakan efek jera yang nyata.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa strategi integratif dengan
pendekatan interdisipliner merupakan langkah yang mendesak untuk memperbaiki
efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain memperbaiki implementasi sanksi
pidana, diperlukan reformasi sistemik untuk memperkuat pengawasan, mengurangi budaya
permisif, dan memulihkan kepercayaan masyarakat melalui restitusi aset dan kebijakan yang
lebih transparan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil,
seperti Hong Kong, Indonesia dapat menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang lebih

berdaya guna dan berkeadilan

2. Studi Perbandingan: Implementasi Strategi Integratif di Indonesia dan Negara

Lain

Studi kasus tentang upaya pemberantasan korupsi di Hong Kong memberikan pelajaran
berharga bagi Indonesia dalam menerapkan strategi integratif yang menggabungkan
penegakan hukum pidana, transparansi, dan pendidikan antikorupsi. Sejak didirikan pada
tahun 1974, Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong telah
berhasil menurunkan tingkat korupsi secara signifikan, menjadikan Hong Kong sebagai salah
satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia.'® ICAC menggabungkan tiga pilar
utama dalam strategi pemberantasan korupsi: pencegahan, penegakan hukum, dan
pendidikan.!® Pendekatan ini terbukti efektif karena mengatasi masalah korupsi dari berbagai
sisi, bukan hanya berfokus pada hukuman tetapi juga mengurangi celah dan peluang untuk

melakukan korupsi. Hasilnya, Hong Kong telah berhasil menciptakan iklim pemerintahan
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yang bersih dan transparan, yang sangat penting dalam menjaga integritas sektor publik dan
menarik investasi.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi,
meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memperbaiki sistem hukum pidana. Menurut
data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), meskipun Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah melakukan sejumlah langkah strategis, Indonesia masih menghadapi
masalah besar terkait rendahnya implementasi sanksi pidana. Dalam laporan ICW 2022,
tercatat bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurun dari 38 menjadi 34,
yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara.’® Penurunan ini
menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, sistem hukum Indonesia
masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya pengawasan, kebijakan yang kurang
transparan, dan koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum.

Salah satu elemen kunci dari keberhasilan ICAC adalah kemampuannya untuk
mengimplementasikan transparansi dalam seluruh sistem pemerintahan. ICAC mendorong
pengungkapan informasi yang lebih besar di sektor publik, memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran negara dan pengadaan barang dan
jasa. Di Hong Kong, e-government dan sistem e-procurement telah membantu
meminimalkan interaksi langsung antara pejabat publik dan pihak swasta, mengurangi
potensi terjadinya suap dan kolusi. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana
pengadaan barang dan jasa di banyak sektor publik masih rawan dengan praktik korupsi.
Kurangnya transparansi dan prosedur yang tidak cukup ketat di Indonesia membuka celah
besar bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang mereka, seperti yang terlihat
dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.?*

Selain itu, ICAC juga berfokus pada pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari
strateginya. ICAC tidak hanya menangani kasus korupsi, tetapi juga berperan dalam
mendidik masyarakat dan pejabat publik tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas.
Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, ICAC berhasil membangun kesadaran
kolektif bahwa korupsi adalah perbuatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.?? Di

Indonesia, meskipun ada upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh KPK dan
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sejumlah lembaga lain, program-program ini masih terbatas dalam cakupan dan
efektivitasnya. Perlu adanya reformasi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk
lebih menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam pemerintahan dan kehidupan publik.

Dalam hal penegakan hukum, ICAC memiliki otoritas yang independen dan kekuatan
yang cukup untuk menjalankan penyidikan serta penuntutan terhadap para pelaku korupsi,
termasuk pejabat tinggi. ICAC secara efektif menangani kasus-kasus besar, menginvestigasi
pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tanpa khawatir akan intervensi
politik. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun KPK memiliki kewenangan yang besar, lembaga
ini sering kali menghadapi tantangan politik yang membatasi kemampuannya untuk
bertindak independen. Misalnya, revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada tahun
2019 mengurangi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan, yang mengarah pada
penurunan efektivitas lembaga ini. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak
hukum di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, mengingat adanya tumpang
tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dengan mempertimbangkan pengalaman Hong Kong, Indonesia seharusnya mengambil
pelajaran penting tentang independensi lembaga dan pentingnya koordinasi antar lembaga
penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat
lembaga penegak hukum seperti KPK dengan memberikan otoritas lebih besar dan
memastikan perlindungan terhadap pejabat yang berani menindak praktik korupsi. Selain itu,
reformasi sistem pengawasan yang lebih ketat serta penerapan transparansi dalam sektor
publik harus menjadi prioritas untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Sebagai
contoh, Indonesia bisa memperluas penggunaan teknologi dalam sistem pengadaan barang
dan jasa serta memperkenalkan sistem pelaporan online untuk mempermudah pengawasan
terhadap proyek-proyek pemerintah.

Secara keseluruhan, strategi integratif dalam pemberantasan korupsi yang diterapkan di
Hong Kong menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan
korupsi, sebuah negara harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif, menggabungkan
penegakan hukum yang tegas, transparansi yang tinggi, dan pendidikan antikorupsi yang
berkelanjutan. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan dan praktiknya dengan menerapkan
pembelajaran dari ICAC, sambil memastikan bahwa sistem hukum, budaya, dan politik di
dalam negeri mendukung penciptaan iklim yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini
membutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk melakukan reformasi hukum secara

menyeluruh demi mewujudkan perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.



KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang lebih komprehensif
untuk menciptakan efek jera yang nyata, dengan menggabungkan penegakan hukum pidana,
penguatan pengawasan, dan transparansi. Meskipun hukuman badan, denda, dan
pengembalian aset sudah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas oleh lemahnya
implementasi dan budaya permisif. Pendekatan kriminologi menyoroti pentingnya
pengurangan kesempatan korupsi, sedangkan viktimologi menekankan pemulihan kerugian
negara dan perlindungan hak masyarakat. Belajar dari keberhasilan Hong Kong dengan
ICAC, Indonesia perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, meningkatkan
koordinasi antar lembaga, serta menerapkan reformasi sistem pengawasan berbasis
teknologi. Dengan pendekatan integratif ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang

lebih bersih dan efektif dalam pemberantasan korupsi.

SARAN

Untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, disarankan agar pemerintah
dan lembaga penegak hukum meningkatkan sinergi dan memperkuat independensi KPK
dengan memberikan otoritas yang lebih besar serta perlindungan terhadap pejabat yang
menindak korupsi. Selain itu, perlu diimplementasikan sistem pengawasan yang lebih
transparan melalui penggunaan teknologi, seperti e-government dan e-procurement, untuk
meminimalkan kesempatan korupsi di sektor publik. Reformasi dalam pendidikan
antikorupsi juga perlu diperluas agar mencakup semua lapisan masyarakat dan birokrasi,
serta memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih efisien. Dengan memperkuat aspek
preventif, transparansi, dan sanksi yang tegas, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang
bebas dari korupsi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem

hukum.
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